
 

 

 

 

 

BUPATI CILACAP 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI CILACAP 
NOMOR  74  TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP 
NOMOR 229 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI DAN PINJAMAN 

PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI CILACAP, 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 

Daerah, menyebutkan bahwa BLUD dapat melakukan 

utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional 

dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain; 

  b. bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 

Daerah, menyebutkan bahwa BLUD dapat melakukan investasi 

sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak 

mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap 

memperhatikan rencana pengeluaran; 

  c. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan investasi dan pinjaman 

pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum 

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah telah diatur dalam 

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 229 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Investasi dan Pinjaman pada Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 

Daerah, namun sehubungan dengan adanya dinamika 

perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan 

Bupati dimaksud perlu diubah dan disesuaikan; 

   d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Cilacap Nomor 229 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Investasi 

dan Pinjaman pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan 

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang 

Kabupaten Cilacap; 

 



 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

  6.  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

  7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574); 

 



  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) (Lembaran Daerah Kabupaten 

Cilacap Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Cilacap Nomor 11); 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 

2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 

Nomor 134);  

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI CILACAP NOMOR 229 TAHUN 2018 TENTANG 

PENGELOLAAN INVESTASI DAN PINJAMAN PADA UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DAERAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH. 

 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 229 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman pada Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 229), diubah sebagai berikut :  

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 

14, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Cilacap. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 



5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 

organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan 

teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. 

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 

ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah 

sakit milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang meliputi RSUD Cilacap 

dan RSUD Majenang yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar 

sampai dengan spesialistik sesuai dengan kemampuannya. 

8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan 

menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan 

kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

9. Direktur adalah Direktur UPTD BLUD RSUD selaku pemimpin BLUD. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah 

dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disajikan sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. 

12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD 

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 

pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 

dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 

14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

 

 

2. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta ayat (2) dihapus, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 10 

(1)UPTD BLUD RSUD dilarang menjadikan Barang Milik Daerah sebagai 

jaminan atas pinjaman/utang pihak lain. 

(2)dihapus. 

(3)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berupa 

barang bergerak maupun tidak bergerak. 

 



 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.   

 

 

Ditetapkan di Cilacap 

pada tanggal 12 Juli 2019  

 

BUPATI CILACAP, 

 

ttd 

 

TATTO SUWARTO PAMUJI 

 

 

 

Diundangkan di Cilacap 

pada tanggal 12 Juli 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN CILACAP, 

 

ttd 

 

FARID MA’RUF 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 74 


